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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam 

Bab III, dapat ditarik tiga kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian 

ini. 

1. Konstruksi hukum pidana yang tepat diterapkan dalam kasus Tymoty 

Ronald bersifat berlapis. Lapisan pertama adalah Pasal 378 KUHP sebagai 

dakwaan primer, mengingat unsur martabat palsu, rangkaian kebohongan 

(klaim win rate 90% dan kenaikan koin MANTA 300-500%), serta 

kausalitas dengan kerugian korban telah terpenuhi. Lapisan kedua adalah 

Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 

sebagai dakwaan alternatif, mengingat seluruh modus operandi 

dilaksanakan melalui platform elektronik. Lapisan ketiga adalah Pasal 3 

dan/atau Pasal 4 UU TPPU apabila terbukti adanya penyamaran aset hasil 

kejahatan. Doktrin penyertaan (Pasal 55-56 KUHP) memungkinkan 

pertanggungjawaban pidana turut menjerat. Namun hingga Juni 2026, 

perkara ini masih berada pada tahap penyelidikan di Polda Metro Jaya dan 

belum terdapat penetapan tersangka, surat dakwaan, maupun putusan 

pengadilan. 
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2. Kendala pembuktian dalam perkara ini bersifat multidimensi. Secara teknis, 

sifat pseudonim blockchain menyulitkan pelacakan aliran dana disertai 

ketiadaan perangkat blockchain analytics yang memadai pada penyidik. 

Secara yuridis, belum adanya SOP baku autentikasi bukti digital dan 

sulitnya membuktikan mens rea (niat jahat) di tengah dalih risiko investasi 

menjadi hambatan utama. Secara kelembagaan, tumpang tindih 

kewenangan OJK, Bappebti, dan Kepolisian dalam masa transisi pasca UU 

P2SK 2023 memperlambat koordinasi penyidikan. 

3. Pembaruan hukum yang diperlukan mencakup tiga arah: (a) legislatif, 

melalui pembentukan Undang-Undang Anti Penipuan Investasi Digital 

yang mendefinisikan modus kripto secara spesifik dan mengatur standar 

pembuktian adaptif; (b) kelembagaan, melalui pembentukan unit forensik 

kejahatan keuangan digital di Bareskrim Polri dan penguatan Satgas PAKI; 

serta (c) prosedural, melalui penetapan SOP nasional pengumpulan dan 

autentikasi bukti digital yang mengikat secara hukum. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan saran kepada 

pihak-pihak berikut: 

 

1. DPR dan Pemerintah: segera memprioritaskan pembentukan Undang-

Undang Anti Penipuan Investasi Digital dan menyelesaikan transisi 

kewenangan pengawasan aset kripto kepada OJK secara tuntas disertai 

protokol koordinasi lintas otoritas yang mengikat. 
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2. Kepolisian Negara Republik Indonesia: membentuk unit khusus forensik 

kejahatan keuangan digital di Bareskrim Polri yang dilengkapi perangkat 

blockchain analytics berlisensi dan menerbitkan Perkap tentang SOP 

pengumpulan serta autentikasi bukti digital dalam perkara aset kripto. Kasus 

Tymoty Ronald yang mandek lebih dari lima bulan tanpa penetapan 

tersangka hendaknya menjadi evaluasi mendesak. 

3. Otoritas Jasa Keuangan: memperkuat implementasi POJK Nomor 27 Tahun 

2024 dengan regulasi pelaksana yang secara khusus mengatur kewajiban 

hukum platform edukasi investasi kripto berbasis komunitas digital, 

termasuk persyaratan izin, standar disclosure, dan mekanisme pengaduan 

konsumen. 
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